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P U T U S A N

Nomor 534/Pdt.G/2025/PA.JU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

        Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  cerai  gugat  dan  hak  asuh  anak

antara :

XXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxx,  lahir di Tegal tanggal 03 Juni 1999,  umur 26

tahun,  agama  Islam, pendidikan  SMK,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat tinggal  di Xxxxxxxxx (Kontrakan

Xxxxxxxxx),  dengan  domisili  elektronik  email:

xxxxxxx@gmail.com.  Nomor  Hp:  xxxxxxxxxxxx),

selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

XXXXXXXXX,  NIK:xxxxxxxx,  tempat tanggal  lahir  di  Grobogan, 23 Juli  1997

umur  27  tahun,  agama  Islam, pendidikan  SLTA,

pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxxxxxxxx dan

sekarang  sudah  tidak  diketahui  lagi  alamat  dan

tempat  tinggalnya  dengan  jelas  dan  pasti  baik  di

wilayah  Republik  Indonesia  maupun  luar  negeri

(Ghoib). Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

 DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dengan surat  gugatannya  13 Februari  2025  yang

telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Utara Nomor

534/Pdt.G/2025/PA.JU. tanggal  13  Februari  2025  mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu 27 September 2020, Penggugat dengan Tergugat

telah  melangsungkan  pernikahan yang dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat
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Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Tanjung  Priok,  Kota  Jakarta

Utara, sesuai Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  xxxxxxxxx  tertanggal  27

September 2020; 

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  diatas  Penggugat dengan  Tergugat

bertempat tinggal terakhir di Xxxxxxxxx;

3. Bahwa,  dalam  pernikahan tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan sudah

dikaruniai  1 (satu) anak yang Bernama Xxxxxxxxx Kawtar lahir  Jakarta

tanggal 13 Juli 2021;

4. Bahwa,  semula  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat dengan

Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak

Bulan  September  tahun  2021  keharmonisan  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat mulai  terjadi perselisihan dan Keributan terus menerus

yang disebabkan:

4.1 Tergugat  tidak  bekerja  sehingga  tidak  mencukupi  nafkah  lahir

terhadap penggugat;

4.2 Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga sering berkata kasar

terhadap penggugat ;

5. Bahwa,  puncak perselisihan dan pertengkaran antara  Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2021, kemudian Tergugat

pun  tidak  pernah memberikan kabar sama sekali dan juga tidak kunjung

pulang,  bahkan sampai  saat  ini Tergugat sudah tidak  diketahui  alamat

maupun  keberadaanya  yang  jelas  dan  pasti  baik  di  wilayah  Republik

Indonesia maupun Luar Negeri (ghoib);

6. Bahwa  Penggugat telah berusaha  dengan  keras  untuk  mencari  Tergugat,

namun  Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan  Tergugat sampai

sekarang dan  untuk  menguatkan  gugatannya  Penggugat  melampirkan

Surat  Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung Kota

Jakarta Utara dengan Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 10 Februari 2025;

7. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta

Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga

dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya
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jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  Penggugat adalah  bercerai  dengan

Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

8. Bahwa,  1  (satu)  orang anak  hasil  perkawinan  Penggugat dan  Tergugat

tersebut  diatas  sampai  saat  ini  masih  dibawah  umur  dan/atau  belum

dewasa  serta masih  membutuhkan  perhatian  dan  kasih  sayang  dari

Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon  Penggugat

(XXXXXXXXX)  untuk  ditunjuk  dan  ditetapkan  sebagai  pengasuh  dan

pemelihara (hadhonah) atas 1 (satu) orang anak tersebut;

9. Bahwa,  dengan  fakta-fakta  tersebut  diatas  gugatan  Penggugat telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10.Bahwa,  terhadap  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  agar  dibebankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Jakarta  Utara cq.  Majelis  Hakim  untuk memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXX);

3. Menetapkan  1 (satu)  orang  anak dibawah umur yang  bernama Xxxxxxxxx

Kawtar  lahir  Jakarta  tanggal  13  Juli  2021,  agar  berada  dibawah

pengasuhan  dan  pemeliharaan  (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXX)

selaku  ibu  kandungnya,  dengan  tetap  memberikan  hak  akses  kepada

Tergugat (XXXXXXXXX untuk bertemu dengan anak;

4. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabilah  Majelis  hakim berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil

adilnya. 
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Bahwa pada hari  persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir  sendiri  di  persidangan,  akan  tetapi  Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas

panggilan Nomor :534/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 17 Februari 2025 dan tanggal

17  Maret  2025,  Tergugat  yang  dibacakan  di persidangan,  telah  dipanggil

dengan resmi  dan patut  melalui  Radio  Jakarta  Islamic  Center oleh  Jurusita

Pengadilan  Agama  Jakarta  Utara,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa ketidak-

hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan

mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun

2016  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam

persidangan,  selanjutnya  dibacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa  Penggugat  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT :

1.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal 27 September

2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan

oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah   Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Tanjung  Priok,  Kota  Jakarta  Utara,  telah  bermeterai  cukup  dan  di-

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1;

2.  Fotokopi  dari  Kutipan  Akta  Kelahiran  No.  3172-LT-09062002-0061,

tertanggal  09  Juni  2022  tertera  atas  nama  Xxxxxxxxx  Kawtar  lahir

Jakarta  tanggal  13  Juli  2021  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan dan Pencatatatan Sipil  Kota Provinsi DKI Jakarta, telah

dibubuhi  meterai  pos  cukup  dan  setelah  dicocokkan  dengan  aslinya,

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2;

B. SAKSI 
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1. Xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa  Penggugat   dengan  Tergugat  pernah  tinggal  bersama  di

Xxxxxxxxx,  telah  hidup  sebagaimana  layaknya  dan  telah  dikaruniai  1

(satu) orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat

tidak  bekerja  sehingga  tidak  mencukupi  nafkah  lahir  terhadap

penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal

sejak Desember 2021;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat

tidak saling komunikasi lagi;

- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan

Tergugat  karena  Tergugat  sampai  saat  ini  tidak  diketahui  lagi  alamat

jelasnya, hanya Penggugat dinasehati agar bersabar dan tidak bercerai

dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ngotot mau bercerai.

2. Xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa  Penggugat   dengan  Tergugat  pernah  tinggal  bersama  di

Xxxxxxxxx,  telah  hidup  sebagaimana  layaknya  dan  telah  dikaruniai  1

(satu) orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat

tidak  bekerja  sehingga  tidak  mencukupi  nafkah  lahir  terhadap

penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal

sejak Desember 2021;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat

tidak saling komunikasi lagi;

- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan

Tergugat  karena  Tergugat  sampai  saat  ini  tidak  diketahui  lagi  alamat
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jelasnya, hanya Penggugat dinasehati agar bersabar dan tidak bercerai

dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ngotot mau bercerai.

           Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada

pokoknya menyatakan tidak  mengajukan suatu keterangan apapun lagi  dan

memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

           Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk

Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan

menjadi  bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

     PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat

telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan sedangkan Tergugat

tidak hadir dan menurut berita acara panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama

Jakarta  Utara menerangkan  bersangkutan  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  melalui  Radio  Jakarta  Islamic Center namun tidak pernah datang dan

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

datang menghadap di persidangan dan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan

oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103

ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  7   Tahun  1989  yang  telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor   3  Tahun  2006  dan  telah  diubah  kembali

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  jo. Pasal  27  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka

harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak

hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat  tidak hadir  di  persidangan

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang

sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya  mediasi

sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang

sah meskipun telah dipanggil  secara resmi  dan patut,  maka Tergugat  harus
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dinyatakan tidak  hadir  dan berdasarkan Pasal  125 ayat  (1)  HIR perkara  ini

diperiksa serta diputus  tanpa hadirnyaTergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  130 Ayat (1) HIR  jo.

Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat

telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim

akan  mempertimbangkan  hubungan  hukum  antara  Penggugat  dengan

Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil  gugatan Penggugat pada posita

angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

dalam perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Penggugat dan

Tergugat,  sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara

ini,  dan  Penggugat  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  perkara  cerai  gugat

terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang

pada  pokoknya  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  berselisih  dan

bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mencukupi nafkah lahir

terhadap penggugat yang mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak

Desember  2021  sampai  sekarang.  Berdasarkan  dalil  tersebut  Penggugat

mengajukan  gugatan  cerai  dan  mohon  agar  Majelis  hakim  menceraikan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  alasan  tersebut  telah  ternyata  sesuai  dengan

ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.

Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  dapat  diterima  untuk

diperiksa lebih lanjut; 

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  gugatan  cerainya

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi

syarat untuk dipertimbangkan menurut  Pasal 165 dan 172 HIR  Jo. Pasal 22

ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal  76 ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah),

halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya  ternyata  sesuai  aslinya,  selain  itu  telah  sesuai  pula  dengan

maksud Pasal 165 HIR serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk

dipertimbangkan  sebagai  alat  bukti,  adapun  secara  materil  Majelis  Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah  yang  menurut  Pasal  165  HIR  adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh

pejabat  yang berwenang,  sehingga bukti  P tersebut  telah memiliki  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht),

dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat

dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil

Penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di

persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil

gugatan  Penggugat,  oleh  karenanya  Tergugat  dianggap  telah  tidak  hendak

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau

mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut   sengketa

perceraian yang mempunyai  hukum acara khusus (lex specialis  derogat  lex

generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa

antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39

ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974),  gugatan  tersebut  dapat

diterima  apabila  telah  cukup  jelas  bagi  Pengadilan  mengenai  sebab-sebab

perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan

setelah mendengar pihak keluarga  serta  orang-orang  yang  dekat  dengan

suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989),  maka Majelis Hakim

masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu

mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yeng dekat
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dengan  Penggugat  maupun  Tergugat  guna  mendapatkan  kebenaran  yang

meyakinkan;

Menimbang,  bahwa  untuk  memperkuat  dalil  gugatan  cerainya,  selain

bukti  surat  (P),  Penggugat  telah mengajukan pula alat  bukti  berupa 2 (dua)

orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan

secara  terpisah  di  depan  persidangan  sebagaimana  kewajiban  saksi  yang

diatur dalam Pasal 154 dan 157 HIR masing-masing Xxxxxxxxx dan Xxxxxxxxx,

sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima,

adapun  secara  materil  keterangan  kedua  orang  saksi  bersesuaian  dan

mendukung  dalil-dalil  gugatan  cerai  Penggugat  kalau  Penggugat  dengan

Tergugat  sering  berselisih  disebabkan  Tergugat  tidak  bekerja  sehingga  tidak

mencukupi nafkah lahir terhadap penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat

telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 dan selama itu Tergugat tidak

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan  tidak ada kabar beritanya

sehingga tidak diketahui alamatnya jelasnya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh

Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-

saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat

maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  cerai  Penggugat

dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-

hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta

sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri  sah

dengan dikaruniai  1 (satu) orang anak.

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  rukun  lagi,

penyebabnya  karena  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  berselisih

disebabkan  Tergugat  tidak  bekerja  sehingga  tidak  mencukupi  nafkah  lahir

terhadap penggugat;

- Bahwa  benar  Penggugat  dengan  Tergugat,  terjadi  pisah  tempat  tinggal

sejak Desember 2021 sampai sekarang.
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- Bahwa  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat

selama pisah tempat tinggal.

- Bahwa  sekarang  Tergugat  tidak  diketahui  lagi  alamatnya  di  wilayah

Indonesia (gaib).

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  dan  fakta  tersebut  di

muka,  terbukti  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  rukun  dan

harmonis  lagi,  antara Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal  sejak  Desember  2021 sampai  sekarang  tanpa  ada  komunikasi  lagi

bahkan  Tergugat  tidak  diketahui  lagi  alamat  jelasnya,  keadaan  ini

mengindikasikan  bahwa  perselisihan  yang  terjadi  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sifatnya  sudah  terus  menerus.  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  atas,  maka  Majelis

berpendapat  alasan cerai  gugat  yang diajukan oleh Penggugat  telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

f Kompilasi Hukum Islam;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  majelis

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

pecah  sedemikian  rupa  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha  Esa  (vide  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974)  dan  atau

keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  (vide  Pasal  3  Kompilasi

Hukum Islam) tidak dapat  terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah

satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai

suami  dengan  seorang  wanita  sebagai  istri.  Sementara  tindakan  Tergugat

terhadap  Penggugat  menunjukkan  ikatan  bathin  tersebut  telah  rapuh  dan

terurai  dari  sendi-sendinya,  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  dapat

disimpulkan  bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

ternyata sudah tidak mencapai  tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk

dipersatukan  kembali,  sehingga  apabila  tetap  dipertahankan  akan

mendatangkan rasa tidak aman,  madharat  atau  mafsadat  daripada  maslahat

bagi Penggugat  dan  Tergugat.  Sedangkan  dalam  ajaran  syari'at  Islam

menghindari  madharat atau  mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil

manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat

dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  tersebut  relevan

dengan dalil syar’i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

  Artinya  :  “Menghindari  kerusakan  lebih  didahulukan  daripada  mengambil

kemaslahatan”

2. Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid II halaman 405 sebagai berikut: 

Artinya :  “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,

sedang  orang  tersebut  tidak  memenuhi  panggilan  itu,  maka  dia

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

 

Artinya :  “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib,

maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di  atas, maka Majelis Hakim berpendapat  gugatan Penggugat  tersebut  tidak

melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek

(Pasal 125 ayat (1) HIR), 

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119

ayat (2) huruf (c) Kompilasi  Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum

angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak
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satu  bain  shughra  Tergugat  (XXXXXXXXX)  terhadap  Penggugat

(XXXXXXXXX).

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  menuntut  agar  dapat  ditetapkan

sebagai  pemegang  hak  asuh  anak  (hadhanah)  terhadap  anaknya  yang

bernama Xxxxxxxxx Kawtar lahir Jakarta tanggal 13 Juli 2021.

Menimbang,  bahwa  atas  tuntutan  tersebut,  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini; 

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran

tertera atas nama Xxxxxxxxx Kawtar lahir Jakarta tanggal 13 Juli 2021, telah

dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan

ditandatangani  oleh  pejabat  yang  berwenang  yaitu  Kepala  Dinas

Kependudukan  dan Pencatatan Sipil  Provinsi DKI Jakarta,  secara formil  dan

materiil  telah  memenuhi  syarat  sebagai  bukti  surat  (bukti  tertulis),  dan

merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan

mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa kedua anak tersebut adalah anak

dari seorang ayah bernama XXXXXXXXX (Tergugat) dan seorang ibu bernama

XXXXXXXXX (Penggugat), dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa

selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu  orang anak

yang sah tersebut.

Menimbang,  bahwa dalam Pasal  105 huruf  a Kompilasi  Hukum Islam

dinyatakan bahwa dalam hal  terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang

belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang,  bahwa  dalam  bukti  P.2  sebagaimana  yang  telah

dipertimbangkan tersebut di atas terbukti bahwa anak yang bernama Xxxxxxxxx

Kawtar lahir Jakarta tanggal 13 Juli 2021 belum mumayyiz (belum berumur 12

tahun), selama ini Penggugat telah merawat anak tersebut dengan baik dan

dalam  persidangan  tidak  terbukti  adanya  halangan  Penggugat  untuk  dapat

ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, sesuai dengan ketentuan Pasal

105 huruf  a  Komplikasi  Hukum Islam, olehnya itu  gugatan Penggugat  pada

petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Majelis  Hakim  telah  menetapkan  anak

tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh
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menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan

kasih  sayangnya terhadap anak tersebut  pada waktu-waktu tertentu,  seperti

pada  saat  akhir  pekan  dan  pada  saat  liburan,  selama  tidak  menganggu

perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  baik  secara  fisik,  mental,  maupun

spiritual anak;

Menimbang,  bahwa  untuk  maksud  dan  tujuan  mulia  tersebut  maka

kepada  Penggugat  selaku  pemegang  hak  hadhonah  (pemeliharaan)  anak

tersebut tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu

dan  memberikan  kasih  sayang  kepada  anak  tersebut  sepanjang  hal  itu

dilakukan  dengan  iktikad  baik  oleh  Tergugat,  karena  hal  itu  dinilai  sebagai

perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan

menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat

menjadi  alasan  bagi  Tergugat  untuk  mengajukan  gugatan  pencabutan  hak

hadhonah  dari  Penggugat,  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan

sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang

Nomor 7  Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka menurut ketentuan Pasal  89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat  dan  memperhatikan  segala  ketentuan  Hukum  syara’  dan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXX).
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4. Menetapkan  anak  Penggugat  dengan  Tergugat yang  bernama

Xxxxxxxxx Kawtar lahir Jakarta tanggal 13 Juli 2021 berada di bawah

hadhanah Penggugat.

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp833.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga  ribu rupiah).

    Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Jakarta  Utara pada  hari  Rabu tanggal

18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh

Drs. H. Syamsul Bahri,  M.H. sebagai Ketua Majelis,  Drs.  Sarnoto, M.H. dan

Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Susanti,

S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis, 

 

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

  

Drs. Sarnoto,M.H. Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,
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Rita Susanti, S.H.
Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran                       Rp.  30.000,00

2. Proses                            Rp. 150.000,00

3. Panggilan            Rp. 402.000,00

4. PNBP Panggilan Penggugat       Rp    10.000,00

5. PNBP Panggilan Tergugat             Rp    10.000,00

6. Redaksi                                          Rp.   10.000,00

7. Materai                            Rp.   10.000,00

8. Pemberitahuan putusan                 Rp.   201.000,00

9. PNBP pemberitahuan putusan          Rp.  10.000,00+  

      Jumlah                                      Rp.  833.000,00  
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